
 

 

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Rizki Pralianda Zein  1 

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG TARIF 

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

DENGAN 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 43 TAHUN 

2015 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

14 TAHUN 2018 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 3 TAHUN 

2021 

TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN 

PERASURANSIAN 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

BARITO KUALA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG TARIF 

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO KUALA, BUPATI BARITO KUALA, 

Menimbang: Menimbang: 

a. bahwa sesuai dengan pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menyatakan bahwa 

tarif retribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 
tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan dengan 

melihat perkembangan perekonomian masyarakat ditetepkan 

dengan Peratran Bupati; 
b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah yang 

berasal dari penjualan produksi usaha daerah dibidang 

pembenihan ikan berupa benih ikan maka perlu ditetapkan 
kembali tarif baru untuk retribusi produksi usaha daerah yang 

tercantum pada lampiran XI Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan memperhatikan indeks 
harga dan dengan melihat perkembangan perekonomian 

masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 

a. bahwa tarif restribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 

(tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan 

melihat perkembangan perekonomian masyarakat; 
b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah yang 

berasal dari penjualan produksi usaha daerah dibidang 

pembenihan ikan berupa benih ikan maka perlu ditetapkan 
kembali tarif baru untuk retribusi produksi usaha daerah yang 

tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 

43 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi 
Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan dengan melihat 

perkembangan perekonomian masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati. 

  

Mengingat: Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesai 
Nomor 5052); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 

tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049); 
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 

2011 Nomor 11); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala; 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11); 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-

dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16); 

 

MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI 
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH. 

Menetapkan:  

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 43 TAHUN 

2015 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI 

USAHA DAERAH. 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200) 

diubah sebagai berikut: 

 Pasal I 

 Perubahan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB I  BAB I  

KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.  
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.  

Tetap 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten 
Barito Kuala.  

4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Barito Kuala.  
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan 

peraturan perundangundangan.  
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.  

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.  

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang 

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 
10. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang 

bersangkutan.  
11. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan 

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang 

meliputi pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan 
kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal 

dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta.  
12. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi jasa usaha.  

13. Golongan Retribusi Jasa usaha adalah objek retribusi yang 

dikenakan atas jasa usaha.  
14. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas 

penjualan hasil produksi usaha daerah.  

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang 

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah  

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.  

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang.  

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau 
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

BAB II BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut 

Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. 
Tetap 

Pasal 3 Pasal 3 

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang 
meliputi:  

Tetap 
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a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau:  
b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta. 

Pasal 4 Pasal 4 

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang 

pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati hasil penjualan 

Produksi Usaha Daerah yang bersangkutan. 

Tetap 

BAB III BAB III 

TINGKAT DAN PRINSIP RETRIBUSI TINGKAT DAN PRINSIP RETRIBUSI 

Pasal 5 Pasal 5 

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

diukur berdasarkan jenis, kualitas dan kuantiítas bibit yang merupakan 

hasil dari produksi usaha daerah yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah. 

Tetap 

Pasal 6 Pasal 6 

(1) Prinsif Penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha 
Daerah didasarkan untuk memenuhi biaya pembibitan, biaya 

operasional, biaya pemeliharaan, perawatan dan peningkatan 

kualitas produksi usaha daerah.  
(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa 

Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan 

yang layak.  
(3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha 

tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga 
pasar. 

Tetap 

BAB IV BAB IV 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 Pasal 7 

Struktur besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini. 
Tetap 

BAB V BAB V 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT 

Pasal 8 Pasal 8 

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Barito Kuala. Tetap 

BAB VI BAB VI 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN 

Pasal 9 Pasal 9 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.  

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

Tetap 

Pasal 10 Pasal 10 

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.  
(2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di 

tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan 

menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.  
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, 

maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas 

Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja. 

Tetap 

Pasal 11 Pasal 11 

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) diberikan tanda bukti pembayaran.  

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.  

(3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. 

Tetap 

BAB VII BAB VII 

TATA CARA PENAGIHAN TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 12 Pasal 12 

(1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD 

atau Karcis .  
(2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak 

jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat 

teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan.  

Tetap 
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(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus 
melunasi retribusinya yang terutang.  

(4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

BAB VIII BAB VIII 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

RETRIBUSI 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

RETRIBUSI 

Pasal 13 Pasal 13 

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 

pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.  
(2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib 

retribusi. . 
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, 
keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dan ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

Tetap 

BAB IX BAB IX 

INSENTIF PEMUNGUTAN INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 14 Pasal 14 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.  

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. 

Tetap 

BAB X BAB X 

KEDALUWARSA PENAGIHAN KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 15 Pasal 15 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa 
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 

terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan 

tindak pidana di bidang Retribusi.  

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada 

pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 
maupun tidak langsung.  

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
diterimanya Surat Teguran tersebut.  

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan 

belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.  

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Tetap 

Pasal 16 Pasal 16 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 

diatur dengan Keputusan Bupati. 

Tetap 

BAB XI  

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 17 Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Barito Kuala. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Barito Kuala. 

Ditetapkan di Marabahan 

pada tanggal 15 Oktober 2015 

Ditetapkan di Marabahan 

pada tanggal 4 Januari 2021 
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BUPATI BARITO KUALA, 

Ttd. 
HASANUDDIN MURAD 

BUPATI BARITO KUALA, 

Ttd. 
Hj. NOORMILIYANI AS. 

Diundangkan di Marabahan 
pada tanggal 15 Oktober 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, 

Ttd. 
SUPRIYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 

2015 NOMOR 43 

Diundangkan di Marabahan 
pada tanggal 4 Januari 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA 

Ttd. 
H. ABDUL MANAF 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 

2021 NOMOR 3 

 


